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ABSTRAK 
 
Iin Kurnianingsih (B11110021), Tinjauan Hukum Terhadap Kegiatan 
Tracing Pada Ciptaan Berupa Gambar Digital Ditinjau Dari Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  dibawah bimbingan Anwar Borahima 
dan Hasbir Paserangi. 
 Gambar adalah salah satu karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang 
sebagai salah satu produk dari Kekayaan Intelektual dan diatur dalam Undang-
undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan diaturnya gambar sebagai 
produk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Negara tidak serta merta memberi 
jaminan terhadap perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa gambar.  
Salah satu permasalahan utama dalam perlindungan karya cipta gambar digital 
adalah status hukum terhadap jenis pelanggaran yang terjadi dalam dunia gambar 
digital, salah satunya adalah kegiatan tracing tanpa seizin pencipta pada ciptaan 
gambar digital. Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian normatif 
empiris yaitu, penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan 
dan wawancara.  
Adapun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berdasarkan 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa ciptaan 
berupa gambar digital dianggap ada dan diakui oleh undang-undang selama 
dalam proses pembuatannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 
hak cipta, sehingga kemudian Ciptaan berupa gambar digital mendapat 
perlindungan hukum dari Undang-undang terutama perlindungan hukum 
terhadap hak-hak para pencipta. 
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ABSTRACT 
Iin Kurnianingsih (B11110021), Legal Review of Tracing Activities 
on Creation in the form of Digital Pictures Viewed From Law Number 28 
Year 2014 About Copyright under the guidance of Anwar Borahima and 
Hasbir Paserangi. 
Images are any of the copyrighted works that are protected by law as 
one of the products of Intellectual Property and regulated in Law No.28 of 
2014 on Copyright. With the regulation of the image as intellectual property 
products protected by the State does not automatically guarantee the 
protection of copyright in the form of images. 
One of the main issues in the protection of digital image creation is the 
legal status of the types of violations that occur in the digital image world, one 
of which is the activity of tracing without the author's permission on the 
creation of digital images. The research used in this case is empirical 
normative research that is, research on the rules of written law contained in 
legislation using literature research method and interview. 
Based on the results of research conducted, based on Law Number 28 
Year 2014 on Copyright, that the creation of a digital image is considered to 
exist and is recognized by law during the manufacturing process in 
accordance with the provisions set forth in the copyright law, so then the 
creation of Digital images get legal protection from the Act especially the legal 
protection of the rights of the creators. 
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DAFTAR ISTILAH 
 
Line Art adalah gambar awal dengan garis-garis tegas biasanya berwarna 
hitam atau abu-abu atau hijau tergantung dari komikus atau 
ilustratornya.  Sekilas mirip dengan sketsa, namun yang 
membedakan adalah sketsa berupa gambar awal dengan garis 
kasar yang butuh  dipertegas. 
Fan Art adalah karakter dalam komik atau ilustrasi dari illustrator terkenal 
yang dibuat oleh para penggemar. 
Art Block adalah keadaan dimana seniman, baik komikus dan illustrator tidak 
mendapatkan ide atau kekurangan ide gambar untuk melanjutkan 
komik atau ilustrasinya.  
Credit to sekilas mirip dengan penyebutan source atau sumber, yang 
membedakan adalah istilah ini sering dipakai dalam dunia seni 
untuk menunjukkan siapa yang membuat gambar tersebut. 
Devian Art adalah situs tempat menyalurkan hasil karya para seniman baik 
gambar digital maupun manual. 
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   BAB I 
    PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang penuh dengan 
keragaman yang terdiri atas  ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku 
bangsa, agama dan kepercayaan. Dalam hal kebudayaan, Indonesia sebagai 
negara kepulauan yang sangat luas mempunyai potret kebudayaan yang 
lengkap dan beragam. Keragaman budaya atau cultural diversity adalah 
keniscayaan yang ada di bumi Indonesia dan tidak dapat dipungkiri 
keberadaannya. 
Keragaman budaya yang ada di Indonesia adalah kekayaan bangsa 
yang tak ternilai dan diantaranya bahkan bersifat sakral seperti seni mentato 
tubuh Suku Mentawai yang disebut dengan istilah “Titi” dan merupakan 
kekayaan yang patut dilindungi dan dijaga kelestariannya. Ragam budaya di 
Indonesia seperti seni lukis, seni musik, seni tari, seni patung dan lain-lain 
sebagainya merupakan kebudayaan yang berkaitan erat dengan konsep hak 
kekayaan intelektual. 
Dalam era globalisasi yang penuh dengan modernitas yang cenderung 
tinggi dan berkembang cukup cepat, keragaman budaya dalam hal kesenian 
berpotensi menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi dan dapat dijadikan 
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sebagai salah satu sumber pendapatan, tidak hanya bagi orang perorangan 
bahkan dapat dijadikan sebagai salah satu aset Negara dalam hal 
kebudayaan. 
Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual 
Property Rights adalah “product of mind” atau oleh World Intelllectual 
Property Oganization atau WIPO disebut sebagai “creation of the mind” yang 
berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, 
waktu dan biaya. Kata “intelektual” mencerminkan bahwa obyek kekayaan 
intelektual adalah kecerdasan, daya pikir atau hasil olah otak manusia. 
Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang bernilai ekonomi. Secara 
substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan 
yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu, 
setiap karya patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral, dan etika 
maupun secara hukum. Sikap penghormatan dan pengakuan terhadap 
pencipta dibangun dari konsep moral dan etika, sedangkan perlindungannya 
difasilitasi dengan instrumen hukum Hak Cipta.1 
Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta 
(copyright) dan kekayaan industri (industrial property rights) yang mencakup 
paten (patent), desain industri (industrial property rights), merek (trademark), 
penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition), 
                                                          
       1Henry Soelistyo, Hak Cipta tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta,2011, hlm 2   
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desain tata letak industri terpadu (layout design integrated circuit) dan rahasia 
dagang (trade secret).2 
Seseorang bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya 
intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada 
individu pelaku HKI (inventor, pencipta atau pendesain) dimaksudkan 
sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang 
untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya namun tetap dalam batasan-
batasan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan sehingga 
pengembangan suatu karya tidak merugikan penciptanya. 
Ragam karya cipta manusia seperti karya tulis, ilmu pengetahuan, 
karya seni, drama, tari, lagu, arsitektur, fotografi, film atau sinematografi yang 
diciptakan oleh penciptanya baik sendiri maupun bersama-sama orang lain, 
baik karya maupun penciptanya merupakan suatu hal yang sangat 
membutuhkan pengaturan terutama dalam hal perlindungan. Dalam Undang-
Undang Hak Cipta, diatur bahwa suatu karya diberikan perlindungan selama 
hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah 
pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 
Hukum mengakui, Hak Cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan 
selesai diwujudkan. Artinya, selesai diwujudkan dalam material form (fixation) 
                                                          
       2Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HaKI yang Benar, Pustaka Yustiis, Yogyakarta, 2010 
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sesuai dengan keinginan pencipta dan kekhasan karakter ciptaan. Dalam 
Article 2 angka (2) Konvensi Bern mengatur bahwa akhir penyelesaian 
ciptaan atau waktu fiksasi menjadi titik tolak lahirnya hak. Seiring dengan hal 
itu, dalam Article 9 (2) persetujuan TRIPs mengatur bahwa hak cipta 
menganut prinsip hanya melindungi ekspresi dan bukan ide atau inspirasi, 
prosedur, metode pengoperasian atau konsep matematik. Secara implisit 
Konversi Bern mengakui bahwa Hak Cipta tidak melindungi ide semata. 
Karenanya, merupakan hal yang secara teoritis apabila terjadi ciptaan ganda 
yang memiliki unsur-unsur serupa yang dihasilkan oleh pencipta yang 
berbeda. Sepanjang dapat dibuktikan bahwa masing-masing ciptaan itu 
dihasilkan dari ide, gagasan, atau inspirasi dan jerih payahnya sendiri dan 
bukan merupakan peniruan dari ciptaan orang lain, maka ciptaannya dapat 
diakui dan dilindungi.3 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang  Hak 
Cipta , salah satu ciptaan yang dilindungi ialah gambar, yang diatur pada 
Pasal 40 ayat (1) huruf f tentang ciptaan yang dilindungi oleh Negara. 
Undang-Undang Hak Cipta tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai apa 
yang dimaksud dengan gambar. 
Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 40 Ayat (1) bagian f, 
gambar adalah salah satu ciptaan yang dilindungi sebagai salah satu produk 
                                                          
       3 Henry Soelistyo, Op.Cit. hlm. 12 
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dari kekayaan intelektual, maka dari itu, apabila seseorang ingin 
menggunakan gambar seseorang untuk kemudian ditambahkan, dikurangi 
atau diubah komposisi warna maupun penambahan karakter pada gambar 
atau lukisan maka harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. 
Pelanggaran hak cipta pada gambar digital terjadi apabila seluruhnya 
atau bagian yang  substansial dari suatu ciptaan digunakan, diambil, 
digandakan dan/atau diubah tanpa izin dari pencipta yang memiliki hak 
eksklusif atas ciptaanya. Namun, perlindungan hukum  terhadap suatu 
ciptaan baru dapat diperoleh pada saat ide atau gagasan tersebut 
diwujudkan kedalam suatu bentuk karya yang nyata. 
Seiring perkembangan teknologi yang pesat dan era modernitas yang 
tinggi, media gambar tidak hanya pada kertas atau kanvas namun mulai 
merambah dunia digital sebagai media baru bagi para seniman atau 
pencipta. Hal ini sangat memudahkan para seniman atau pencipta mulai dari 
penghematan kertas/kanvas,  pewarnaan hingga penyimpanan hasil gambar 
atau lukis yang dulunya menggunakan folder khusus untuk kertas gambar 
ataupun tempat khusus untuk menggantung atau menyimpan gambar yang 
dibuat diatas kanvas digantikan dengan mudahnya menyimpan hasil gambar  
pada memory card (kartu memori) dan media penyimpanan lainnya.Namun, 
selain memberi kemudahan kepada para pencipta, kecanggihan teknologi 
meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta pada gambar baik dalam hal 
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penggandaan atau penyebarluasan ciptaan gambar tanpa seizin pencipta 
terbuka dengan lebar. 
Selain kemudahan dalam hal menggandakan dan menyebarluaskan 
hasil karya orang lain, potensi pelanggaran lain yang dikarenakan oleh 
berkembang pesatnya teknologi ialah cara-cara atau metode-metode khusus 
menggunakan aplikasi tertentu untuk melakukan pengubahan sebagian atau 
keseluruhan baik dari komposisi warna, latar, kontras, kecerahan, 
penambahan atau pengurangan karakter yang kemudian menghasilkan 
gambar yang sekilas terlihat berbeda dari gambar sebelumnya. Seringkali, 
suatu karya berupa gambar digital diolah dengan cara dijiplak menggunakan 
aplikasi atau tool (alat) tertentu yang berasal dari software komputer untuk 
kemudian diubah sebagian atau keseluruhan bagian substansialnya sehingga 
tidak lagi sama dengan gambar sebelumnya atau seolah-olah gambar 
tersebut .adalah gambar baru yang dibuat murni oleh si penjiplak. 
Salah satu metode yang sering digunakan untuk mengubah atau 
menggambar ulang disebut tracing. Metode tracing atau menggambar ulang 
dengan acuan/patrun atau yang dapat disebut dengan menjiplak menjadi 
salah satu kegiatan menggambar yang berpotensi melanggar hak cipta. Hal 
ini sering terjadi dan di alami oleh para seniman digital/ komikus/ mangaka. 
Apabila pencipta asli atau seniman aslinya sendiri yang melakukan hal ini 
pada karya ciptaannya sendiri maka hal ini dianggap wajar atau biasa saja 
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karena pencipta asli memiliki hak untuk mengubah atau mendesain ulang 
karyanya. 
Namun, yang menjadi permasalahan ialah apabila hal ini dilakukan 
oleh orang yang bukan pencipta yang kemudian hasil karya orang lain yang 
telah diubahnya diakui sebagai karya ciptaannya untuk kemudian 
digandakan, disebarluaskan dan/atau dikomersilkan yang tentu saja dapat 
memberikan keuntungan dari segi ekonomi. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menurut penulis, 
pelanggaran hak cipta dalam kenyataannya masih sering terjadi. Selanjutnya, 
mengenai status hukum serta upaya perlindungan hukum mengenai metode 
tracing, apakah metode tracing ini ialah metode yang dapat melanggar hak 
cipta dikarenakan metode ini merupakan metode penggambaran ulang 
menggunakan acuan/patrun yang dapat disimpulkan secara sederhana 
sebagai tindakan penjiplakan karya. 
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B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana status hukum tracing atau menggambar ulang dengan      
acuan atau patrun pada ciptaan berupa gambar digital berdasarkan 
Undang-undang Hak Cipta ? 
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi illustrator dan komikus yang 
gambar digitalnya ditracing tanpa izin oleh orang lain berdasarkan 
Undang-Undang Hak Cipta ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui status hukum dari tracing atau menggambar ulang 
dengan acuan atau patrun pada ciptaan berupa gambar digital 
berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. 
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap gambar digital yang 
ditracing tanpa seizin pencipta berdasarkan Undang-Undang Hak 
Cipta. 
 
 
 
 
23 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
A. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan 
dibidang ilmu hukum pada umumnya dan Hak Kekayaan 
Intelektual dibidang Hak Cipta pada khususnya. 
B. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi yang 
tertarik untuk membahas mengenai Hak atas kekayaan 
Intelektual, dibidang hak Cipta terutama Hak Cipta atas 
gambar digital. 
2. Manfaat Praktis 
A. Bagi penulis, diharapkan dapat digunakan sebagai 
pengembangan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, 
sekaligus untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam 
mengkritisi persoalan-persoalan hukum yang nantinya dapat 
digunakan sebagai bahan evaluasi tentang permasalahan 
mengenai hak cipta. 
B. Bagi pemerintah, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 
untuk penyusunan produk hukum yang berkaitan dalam 
perlindungan hak cipta. 
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C. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai sumber ilmu 
pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak 
yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Sejarah dan Perkembangan Hak Cipta 
Pasca Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi 
Perdagangan Dunia (Agreement the Establishing World Trade Organization) 
melalui UU no. 7 Tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk 
mengharmonisasi hukumnya yang terkait dengan persetujuan ini. Salah satu 
hukum yang terkena dampak harmonisasi adalah hukum yang terkait dalam 
bidang Hak Kekayaan Intelektual.4 
Sumber hukum atau pengaturan hak cipta di Indonesia sudah ada 
sejak tahun 1912, yaitu sejak berlakunya Auteurswet 1912, Staatsblad Nomor 
600 Tahun 1912 pada tanggal 23 September 1912. Kemudian, pemerintah 
Belanda menandatangani Konvensi Bern (perjanjian internasional tentang 
hak cipta) sehingga Indonesia memberlakukan ketentuan-ketentuan dari 
Konvensi Bern. Pada tahun 1958 Indonesia keluar dari Konvensi Bern pada 
masa Perdana Menteri Djuanda, dengan maksud memberi kesempatan bagi 
bangsa Indonesia untuk memperbanyak dan menerjemahkan buku-buku luar 
negeri untuk memajukan ilmu pengetahuan di dalam negeri.5  
                                                          
       4 Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2004, hlm. 1 
       5 Suyud Margono, Komersialisasi Aset Intelektual, Penerbit : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 
Jakarta, 2002, hlm. 9 
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Salah satu sumber hukum HKI di bidang hak cipta adalah berlakunya 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang diperbarui dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang kemudian diubah kembali menjadi 
Undang-Undang No.12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti 
dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta kemudian 
diperbarui kembali dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
Dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah 
istilah Hak Pengarang (Author Right) kemudian menyusul istilah Hak Cipta,. 
Istilah inilah yang kemudian dipakai di dalam peraturan perundang-undangan 
selanjutnya. Istilah Hak Pengarang (Author Right) dan Hak Cipta (Copy Right) 
menurut sejarah dan perkembangannya mempunyai perbedaan yang cukup 
besar. Istilah Hak Pengarang (Author Right) berkembang dari daratan Eropa 
yang menganut sistem Hukum Sipil, sedangkan istilah Hak Cipta (Copy 
Right) bermula dari negara yang menganut sistem Common Law. Sementara 
di daratan Eropa seperti di Jerman, Hak Cipta disebut dengan urheberecht 
dan di Perancis disebut droit d’aueteur. Di Inggris sendiri Hak Cipta disebut 
dengan Copyright yang pembentukannya bertujuan untuk melindungi 
kepentingan penerbit,bukan kepentingan pencipta. Seiring dengan 
perkembangan hukum dan teknologi,maka perlindungan diberikan kepada 
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pencipta serta cakupan hak cipta yang diperluas tidak hanya mencakup 
bidang buku, tapi juga dibidang drama,musik, seni,fotografi dan lain-lain.6 
Istilah Hak Cipta sendiri pertama kali dicetuskan oleh St. Moh. Syah 
pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima 
oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah Hak mengarang yang 
dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Dinyatakan “kurang luas” 
karena istilah hak pengarang tersebut memberikan kesan “penyempitan” arti, 
seolah-olah yang dicakup hanya hak dari para pengarang saja.yang 
berhubungan dengan karang-mengarang saja. Sedangkan hak cipta lebih 
luas, dan termasuk karang-mengarang.7 
Asal mula pengertian Hak Cipta (Copy Right) hanya untuk 
menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya 
cipta. Di Inggris, pemakaian istilah Hak Cipta pertama kali berkembang untuk 
menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan 
penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk 
menerbitkannya. Perlindungan diberikan bukan kepada si pencipta melainkan 
kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk 
                                                          
       6 Endang Purwaningsih,2005,Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Ghalia Indonesia 
,Jakarta, Hal.1.   
       7 H.OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 
58   
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memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai pencetakan 
suatu karya.8 
Ada beberapa pendekatan dalam menentukan nilai karya cipta, yakni :9 
1. Pendekatan biaya, adalah total biaya yang telah dikeluarkan untuk 
menghasilkan karya cipta dijadikan patokan sebagai nilai karya cipta 
tersebut. 
2. Pendekatan pasar, adalah nilai pasar yang dapat diprediksi berdasarkan 
data permintaan dalam jangka waktu tertentu dipakai sebagai patokan untuk 
menentukan nilai dari karya tersebut. 
3. Pendekatan penerimaan, adalah data penerimaan yang telah diperoleh 
selama kurun waktu tertentu dijadikan sebagai patokan untuk memberikan 
nilai dari suatu karya cipta. 
Alasan mengapa hak cipta harus dilindungi dan dihargai menurut S. M. 
Stewart:10 
1. Alasan Keadilan (The Principle of Nature Justice) 
Pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang 
merupakan ekspresi kepribadiannya. Sebaiknya, dia mampu 
                                                          
       8 Hasbir Paserangi, Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan hukum hak cipta perangkat lunak 
program komputer dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip dalam TRIPs di Indonesia, Rabbani 
Press, Jakarta, 2011, hlm.16 
       9Muhammad Ahkam Subroto, Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Indeks, Jakarta, 2008 
hlm.38   
      10 Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, 
dan Collecting Society, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm.  55 
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memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan 
serta mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya. 
Pengarang, seperti pekerjaan lainnya yang diberi upah berupa royalti 
atas usahanya. 
2. Alasan Ekonomi (The Economic Argument) 
Di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu 
kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau mungkin film. Karena kreasi, 
semua pekerjaan secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi 
publik, sehingga prosesnya juga, seperti publikasi dan distribusi buku 
atau rekaman juga mahal. Investasi tidak akan ada jika tidak ada 
harapan ganti rugi atau untung. 
3. Alasan Budaya (The Cultural Argument) 
Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan aset nasional. Oleh 
karena itu, dorongan atau hadiah kreativitas adalah demi kepentingan 
publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya 
nasional. 
4. Alasan Sosial (The Social Argument) 
Penyebaran karya-karya terhadap sejumlah orang membentuk 
hubungan (mata rantai) antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, 
kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial. Pencipta 
dalam hal ini memberikan pelayanan sosial jika ide atau pengalaman 
para pencipta dapat disebarkan ke masyarakat luas dalam waktu 
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singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan 
sosial. 
Secara ringkas, tahap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
hingga melahirkan Hak Kekayaan Intelektual dapat diuraikan sebagai 
berikut:11 
1. Tahap Pengetahuan 
Berupa daya cipta untuk menghasilkan suatu ide. 
2. Tahap Pemahaman 
Berupa kemampuan merekonstruksi suatu ide menjadi kerangka 
gambaran karya cipta. 
3. Tahap Penerapan 
Berupa kemampuan menjelmakan kerangka gambaran karya cipta 
menjadi suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan seni atau 
invensi di bidang teknologi. 
4. Tahap Keberhasilan Penerapan 
Berupa jumlah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan seni atau 
jumlah invensi di bidang teknologi sebagai jelmaan Hak Kekayaan 
Intelektual. 
 
                                                          
       11 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi : Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya, 2007. 
Hlm. 12 
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5. Tahap Pemanfaatan 
Berupa penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melalui usaha 
sendiri atau pemberian lisensi penggunaan kepada pihak lain, 
secara nasional atau internasional untuk memperoleh keuntungan 
ekonomi. 
6. Tahap Pengembangan 
Berupa kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengalaman 
di dalam atau di luar negeri guna menghasilkan Hak Kekayaan 
Intelektual yang lebih banyak dan bermutu. 
 
Pengertian hak cipta menurut Auteurswet 1912 dalam pasal 1 
mengatur bahwa,  
“hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang 
mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan 
kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan 
memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang 
ditentukan oleh Undang-Undang”.  
 
Kemudian Universal Copyright Convention dalam Pasal V mengatur 
sebagai berikut, “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, 
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menerbitkan dan member kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang 
dilindungi perjanjian ini”.12 
Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2014 Pasal 1 bagian (1) 
yang mengatur bahwa, “hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan 
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan”. Kemudian pada Pasal 4 yang berbunyi, 
“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a merupakan hak eksklusif 
yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksud dengan “hak 
eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga 
tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin 
pencipta.13 
Berdasarkan pada ketentuan di atas, dalam Auteurswet 1912 maupun 
Universal Copyright Convention menggunakan istilah “hak tunggal” 
sedangkan UHC Indonesia menggunakan istilah “hak eksklusif” maka hak 
cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak 
atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak 
cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
                                                          
       12 H.OK. Saidin, Op.Cit. hlm.58-59 
       13 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
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Secara mendalam, hak cipta dapat dibedakan  menjadi dua jenis hak, 
yakni : 
1. Hak moral (moral rights), dan 
2. Hak ekonomi (economic rights). 
Hak moral dalam terminologi Bern Convention menggunakan istilah 
moral rights, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta.adalah hak-hak 
yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini 
berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Prancis. Menurut konsep 
hukum kontinental hak pengarang (droit d’auteur, author rights) terbagi 
menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi 
seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si 
pencipta. 
4. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hak Cipta dan Ruang Lingkupnya 
Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta harus 
memperhatikan beberapa prinsip dasar hak cipta, yakni:14 
a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. 
Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak 
cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan 
                                                          
       14 Edy Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung: Alumni, 2002 hlm. 99-106 
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bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga 
tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. 
b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). 
c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. 
d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum 
(legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari 
penguasaan fisik suatu ciptaan. 
e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut) melainkan hanya suatu 
limited monopoly. Hal inji dapat terjadi karena hak cipta secara 
konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga 
mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang 
sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu.  
Kemudian ada 4 (empat) prinsip dalam sistem HKI untuk 
menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, 
sebagai berikut :15 
1. Prinsip keadilan 
Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan 
intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi 
maupunbukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan 
diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada 
                                                          
       15 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar). PT. Alumni, 2011, Hlm. 90-91 
35 
 
pencipta berupa kekuasaan untuk bertindak dalam rangka 
kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HaKI 
adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. 
2. Prinsip Ekonomi 
HaKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai 
bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi 
kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HaKI merupakan suatu 
bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan 
dari kepemilikan terhadap karyanya. 
3. Prinsip Kebudayaan 
Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetshuan, seni dan sastra 
sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan 
martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi 
masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, 
karsa, cipta manusia yang dilakukan diharapkan mampu membangkitkan 
semangat dan minat untuk mendorong lahirnya ciptaan baru. 
4. Prinsip Sosial 
Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang 
berdiri sendiri terlepas dari manusia lainnya tetapi hukum mengatur 
kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Sistem HaKI dalam 
memberikan perlindungan kepada pencipta, boleh diberikan semata-mata 
untuk memenuhi kebutuhan individu atau persekutuan atau kesatuan itu 
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saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan 
masyarakat. 
 
 
5. Sifat-sifat Hak Cipta 
Sifat-sifat hak cipta adalah sebagai berikut : 
a. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak cipta dapat beralih 
atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, 
hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebablain yang dibenarkan 
oleh peraturan perundang-undangan. 
b. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang 
diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagi pencipta 
ialah orangyang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh 
ciptaan itu atau dalam hal ini tidak ada orang tersebut, yang dianggap 
sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak 
mengurangi hak cipta amsing-masing atas bagian ciptaannya itu. 
c. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan 
dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang 
yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan 
itu. 
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d. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain 
dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak 
yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada 
perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak 
pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar 
hubungan dinas. 
e. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan 
pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai 
pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain 
antara kedua pihak. 
f. Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan 
program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang 
orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut 
untuk kepentingan yang bersifat komersial. 
Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang 
yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta 
pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum 
ciptaan dan pengumuman resmi.16 
 
                                                          
       16 Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, Op.Cit. Hlm. 34 
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6. Hal-hal yang Diakui sebagai Hak Cipta 
Undang-Undang Hak Cipta berlaku terhadap hal-hal berikut : 
a. Semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk dan 
badan hukum Indonesia. 
b. Semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, 
bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang 
diumumkan untuk pertama kali di Indonesia. 
c. Semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan penggunaan ciptaan 
dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan 
penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan 
hak cipta dan hak terkait dengan negara Republik Indonesia. 
2. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau 
peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai 
perlindungan hak cipta dan hak terkait. 
7. Ciptaan yang Dilindungi 
Dalam Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 
ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, 
seni dan sastra, terdiri atas : 
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a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua 
hasil karya tulis lainnya; 
b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya; 
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan 
pantomim; 
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase; 
g. Karya seni terapan; 
h. Karya arsitektur; 
i. Peta; 
j. Karya seni batik atau seni motif lain; 
k. Karya fotografi; 
l. Potret; 
m. Karya sinematografi; 
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional; 
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p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 
dengan Program Komputer maupun media lainnya; 
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 
merupakan karya yang asli; 
r. Permainan video; dan 
s. Program Komputer. 
Adapun hasil karya yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta meliputi :17 
a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; 
b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau 
data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, 
dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; 
c. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk 
menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya 
ditujukan untuk kebutuhan fungsional. 
Dalam Pasal 42 UU Hak Cipta mengatur bahwa tidak ada Hak Cipta atas 
hasil karya berupa : 
a. Hasil rapat terbuka lembaga negara; 
b. Peraturan perundang-undangan; 
c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; 
                                                          
       17 Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta. 
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d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan 
e. Kitab suci atau simbol keagamaan. 
8. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta 
a. Perlindungan hak cipta atas ciptaan :18 
1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; 
2. Ceramah, kuliah, pidato dan hasil ciptaan sejenis lainnya; 
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan 
ilmu pengetahuan; 
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
5. Drama, drama musical tari, koreografi, pewayangan dan 
pantomim; 
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase; 
7. Karya arsitektur; 
8. Peta; dan 
9. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup 
pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun 
setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 
Januari tahun berikutnya. 
                                                          
       18 Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. 
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Dalam hal ciptaan sebagaimana tersebut di atas dimiliki oleh 2 (dua) 
orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selam hidup pencipta yang 
meninggal paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun 
sesudahnya terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya sedangkan 
perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana tersebut di atas yang 
dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) 
tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.19 
b. Perlindungan hak cipta atas ciptaan :20 
1. Karya fotografi; 
2. Potret; 
3. Karya sinematografi; 
4. Permainan video; 
5. Perwajahan karya tulis; 
6. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, 
adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain hasil 
transformasi; 
7. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional; 
8. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 
dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; 
                                                          
       19 Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. 
       20 Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. 
43 
 
9. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 
merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun 
sejak pertama kali dilakukan pengumuman. 
Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku 
selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, 
hal ini dijelaskan dalam Pasal 59 Ayat (2) UU Hak Cipta. Hak cipta atas 
ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).21 Hak cipta atas 
ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku 
selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan 
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) 
UU Hak Cipta. Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang 
melakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya 
tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya berlaku selama 50 (lima 
puluh) tahun sejak ciptaan pertama kali dilakukan pengumuman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2). 
Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan 
Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian 
yang terakhir.22 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) UU Hak 
                                                          
       21 Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. 
       22 Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. 
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Cipta, menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang 
terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan pengumuman secara 
berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai 
Ciptaan tersendiri. 
Ide mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta, sebenarnya 
didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak 
cipta fungsi sosial.  Sehingga dengan diberinya pembatasan jangka waktu 
kepemilikan hak cipta, maka diharapkan hak cipta itu untuk tidak dikuasai 
dalam jangka waktu yang panjang di tangan si pencipta yang sekaligus 
menjadi pemiliknya.23 
Dalam pelaksanaannya, hak cipta juga mengenal adanya 
pembatasan-pembatasan yang berarti bahwa ada jenis-jenis perbuatan 
tertentu yang tidak termasuk sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. 
Pembatasan hak cipta perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk 
menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih 
tepat jika penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. 
Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang 
menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%.24 
                                                          
       23 Ok. Saidin, 2015, Op.Cit. Hlm. 217. 
       24 Muhammad Firmansyah, Tata Cara mengurus HaKI, VisiMedia, Jakarta. 2008. Hlm. 15. 
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Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika 
sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan 
terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial, termasuk untuk kegiatan 
sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, 
kegiatan penelitiandan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari penciptanya. Khusus untuk pengutipan karya 
tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus 
dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-
kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan dan nama penerbit jika 
ada. 
9. Hak-hak yang Berkaitan dengan Gambar 
Meskipun gambar tidak memiliki pasal khusus yang mengatur jelas 
mengenai hak yang berkaitan, namun, sebagai salah satu bentuk ciptaan 
yang berasal dari ide-ide, gagasan-gagasan serta imajinasi seseorang dan 
termasuk ciptaan yang dilindungi, gambar juga memiliki hak yang berkaitan, 
yaitu :25 
a. Hak Ekonomi 
Hak ekonomi ialah hak eksklusif bagi pencipta untuk mendapatkan 
manfaat secara ekonomi dari ciptaannya. 
                                                          
       25 Budi Agus Riswandi, Op.Cit. Hlm. 4. 
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Menurut Djumhana, hak ekonomi umumnya di setiap negara 
meliputi jenis hak : 
1. Hak Reproduksi atau Penggandaan 
Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan 
penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau 
perbanyakan dapat dilakukan secara tradisional maupun modern. 
Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu 
ke ciptaan lainnya, juga pembuatan duplikasi dalam rekaman suara 
dan film. 
1. Hak Adaptasi 
Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari 
bahasa satu ke bahasa lain, aransemen music, dramatisasi dari 
nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi 
atau sebaliknya. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne maupun 
Konvensi Universal (Universal Copyright Convention). 
2. Hak Distribusi 
Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk 
menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. 
Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan 
atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal 
oleh masyarakat. Dari hak distribusi ini dapat dimungkinkan 
timbulnya hak  baru berupa foreign right yaitu suatu hak yang 
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dilindungi di luar negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa 
buku, karena merupakan buku yang sangat menarik maka sangat 
digemari di negara lain, dengan demikian buku itu didistribusikan 
ke negara tersebut sehingga mendapatkan perlindungan sebagai 
foreign right. 
3. Hak Penampilan atau Performance Right 
Hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual 
atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film dan 
rekaman suara pada media televise, radio dan tempat lain yang 
menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang 
menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta harus 
meminta izin dari si pemilik hak performing tersebut. Keadaan ini 
terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukan 
tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka maka diadakan 
suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal 
sebagai Performing Right Society. 
4. Hak Penyiaran atau Broadcasting Right 
Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu 
ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran 
ulang dan mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur 
dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal, juga konvensi 
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tersendiri misalnya Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 
1974. 
5. Hak Program Kabel 
Hak ini hamper sama dengan hak penyiaran hanya saja 
mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televise 
mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-
program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi 
siaran ini bersifat komersial. 
6. Droit de Suite 
Droit de Suite adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam 
Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948, yang kemudian 
ditambah dengan Pasal 14 ter hasil revisi Stocholm 1967. 
Ketentuan droit de suite ini menurut petunjuk dari WIPO yang 
tercantum dalam buku Guide to the Berne Convention, merupakan 
hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan. 
7. Hak Pinjam Masyarakat atau Public Lending Right 
Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di 
perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak 
tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh 
masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut. 
b. Hak Moral 
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Hak moral dalam terminology Bern Convention menggunakan istilah 
moral rights yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta. Dilekatkan, 
bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta 
itu telah berakhir jangka waktu kepemilikannya.  
Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi. Jika hak ekonomi 
mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak mengandung 
nilai ekonomis. 
Kata “moral” menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik nilai 
ekonomis itu. Namun demikian, ada kalanya nilai hak moral itu 
mempengaruhi nilai ekonomis. Misalnya satu karya cipta yang diciptakan 
oleh pelukis terkenal, nilai ekonomisnya akan tinggi. Hasil lukisan yang 
mencantumkan nama Affandi, Abdullah, akan jauh lebih tinggi nilai jualnya 
jika dibandingkan nama-nama pelukis lain yang tidak terkenal. Hak untuk 
tetap mencantumkan nama pelukis dalam karya lukisan tersebut adalah 
merupakan hak moral yang berpengaruh terhadap hak ekonomis.26 
Hak moral mempunyai 2 (dua) asas, yaitu :27 
a. Droit de paternite: pencipta berhak mencantumkan namanya pada 
ciptaannya; dan 
                                                          
       26 Dr. H. OK. Saidin, S.H., M.Hum., Op.Cit. Hlm. 250 
       27 Suyud Margono, Amir Angkasa, Op.Cit. Hlm. 22. 
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b. Droit au respet: pencipta berhak mengubah judul maupun isi 
ciptaannya, jadi si pencipta berhak mengajukan keberatan atas 
penyimpangan, perusakan, atau tindakan lainnya atas karyanya. 
Undang-Undang hak Cipta No.28 Tahun 2014 Pasal 5 Ayat (1) 
mengatur bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi 
pada diri pencipta.  
Hak yang dilekatkan itu meliputi hak untuk :28 
1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada 
salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 
2. Menggunakan nama alias atau samarannya; 
3. Mengubah ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan 
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, 
mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat 
merugikan kehormatan diri atau reputasinya. 
Berikut pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada poin 5 di atas ; 
a. Distorsi ciptaan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta 
atau identitas ciptaan.  
                                                          
       28 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. 
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b. Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan 
sebagian ciptaan.  
c. Modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan. 
Oleh karena itu, hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta 
masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat 
atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
setelah pencipta meninggal dunia.29 
B. Gambar 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gambar adalah tiruan 
barang yang meliputi orang, tumbuhan, binatang, alam dan sebagainya yang 
dapat dibuat dengan coretan pensil atau alat lain dengan media kertas dan 
sebagainya. Dari pengertian gambar dapat diketahui bahwa yang dimaksud 
dengan gambar memiliki arti yang sangat luas. Bukan hanya dari objek 
gambar saja yang beragam tapi alat menggambar pun bermacam-macam. 
Tidak hanya dengan pensil, kita juga dapat menggambar dengan kuas. 
Semakin pesatnya perkembangan teknologi, kita dapat memanfaatkan mesin 
untuk mencetak gambar. Selain kertas, kita juga dapat menggunakan media 
lain seperti bamboo, kayu, keramik, kanvas, dinding, dan masih banyak lagi. 
 
                                                          
   29 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. 
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Beberapa pengertian gambar menurut para Ahli :30 
1. Katherine Klipper Merseth 
Gambar memiliki nilai lebih dari seribu kata-kata. Menurut 
Katherine, gamabr juga dapat mewakili kata-kata jika digunakan 
dengan cerdik.  
2. Tamiya Onodore 
Gambar merupakan replica dari alam. Banyak kita jumpai gambar-
gambar yang sama persis dengan suatu daerah atau mencontoh 
suatu tempat di belahan dunia ini. Misalnya : gambar pegunungan, 
danau, pedesaan dan lain-lain. 
3.  Sudjono 
Gambar merupakan karya yang berasal dari jiwa dan bukan 
menjiplak milik orang lain. pendapat dari Sudjono ini 
mendefinisikan gambar sama seperti lukisan. Lukisan yang dibuat 
oleh seniman yang satu pasti berbeda dengan seniman yang 
lainnya meskipun mereka melakukan pengamatan pada objek 
yang sama bahkan dengan alat yang sama sekalipun. Jadi, plagiat 
merupakan hal yang disengaja dan bukan tanpa sadar. 
 
 
                                                          
  30 https://samsulbahriblog.blogspot.com > 2013/11 diakses pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 
pukul 17.55 WITA  
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4. P. Hodges 
Gambar bukan hanya tentang fisik. Pendapat Hodges ini juga 
banyak dianut oleh seniman, sekarang banyak ditemui lukisan 
abstrak.  
5. James B. Pawley 
Gambar ialah sesuatu yang dapat dilihat dan serta terdiri dari 
ruang dan memiliki beberapa fitur. Gambar menurut Pawley 
adalah yang menekankan detail dari suatu objek. 
6. J. Mitchel 
Gambar merupakan suatu yang dapat menggambarkan 
kepribadian pembuatnya. Mitchel meyakini bahwa sebuah gambar 
juga dapat memperkenalkan karakteristik pembuatnya. 
7. Ned Block 
Gambar ialah sesuatu yang dapat mewakilkan suatu objek 
nyatanya serta memiliki karakter warna maupun bentuk yang 
sesuai dengan aslinya. 
1. Jenis Gambar  
Gambar terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : 
a. Gambar digital adalah gambar yang dihasilkan dari proses/dari 
olahan gambar dikomputer, kamera, scanner atau perangkat 
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elektronik lainnya seperti pemotretan menggunakan kamera digital 
atau media lain yang disimpan dalam bentuk file. 
Gambar digital terbagi dua jenis, yaitu gambar jenis bitmap dan 
gambar jenis vektor. 
b. Gambar Non Digital adalah gambar yang dihasilkan melalui proses 
sketsa/guratan alat gambar kesuatu media kertas, kanvas, dan 
sebagainya yang berada diluar lingkungan media digital (kamera, 
scanner dan perangkat elektronik lainnya). 
2. Tracing 
Tracing, berawal dari kata trace, yang bermaksud menelusuri atau 
penelusuran. Dalam tracing bermakna menggambar ulang dengan memakai 
acuan/patrun. Bila disederhanakan berarti menjiplak gambar, adapula yang 
mendefinisikan tracing sebagai proses perubahan format gambar dari bitmap 
menjadi vector biasa. Tracing ini bisa dilakukan dengan beberapa aplikasi. 
Misalnya, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, Corel Draw, Zara X 
ataupun software khusus tracing seperti Corel Trace dan bahkan Adobe 
Illustrator keluaran CS versi 1 ke atas sudah menanamkan tool live trace di 
programnya yang mampu mengkonvert gambar menjadi vector dalam 
hitungan detik.  
Dalam terminologi komputer grafis, vector adalah sekumpulan objek 
dalam garis atau bentuk tertentu yang dapat didefinisikan secara matematis, 
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diisi warna dan memiliki resolusi bebas. Karena itu, vector bisa diperbesar 
dalam ukuran berapapun tanpa kehilangan resolusinya. Jenis vector data 
antara lain AI (Adobe Illustrator), Macromedia Freehand, CDR (Corel Draw), 
WMF (Windows Meta File), EPS (Encapsulated PostScript), CGM ( Computer 
Graphic Metafile) dan lain sebagainya. 
  Tracing adalah teknik penggambaran cepat, baik secara manual atau 
digital. Tracing adalah jawaban untuk tuntutan proses produksi yang berpacu 
dengan waktu. Tanpa tracing, barangkali tak akan ada printing tekstil, screen 
printing, atau air brush style sekalipun. Proses pecah warna pada printing 
tekstil butuh tracing, menggambar motif pada kain batik butuh kemampuan 
tracing, sampai untuk masking airbrush sekalipun dibutuhkan kemampuan 
tracing. 
Dari keterangan singkat ini bisa disimpulkan, pengertian tracing tidak 
sesempit arti menjiplak seperti yang  dibayangkan. 
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3. Teknik Tracing dan Penerapannya 
Macam-macam cara atau teknik tracing :31 
a. Manual Tracing 
Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, kita sering mendapat 
pelajaran peta buta. Guru memberi tugas untuk menjiplak gambar 
peta dari atlas. Untuk memudahkan menggambar peta, guru 
menyarankan untuk mengeblat/ menjiplak ulang dengan cara 
meletakkan kertas roti di atas gambar peta. Dahulu  tracing 
memang dilakukan dengan meletakkan gambar asli di bawah kertas 
kalkir, lembaran acetate, mika susu/kodaktris, kertas doorslag atau 
kertas roti. Lalu kita menggambar menggunakan tinta cina, rapido, 
atau tinta afdek yang pekat.  
Proses manual ini banyak dilakukan pada proses pecah warna 
untuk film sablon juga untuk printing tekstil. Studio animasi 
tradisional saat itu juga menggunakan cara ini untuk memindahkan 
gambar kunci dan inbetween animator ke lembar shell acetate. 
Pekerjaan ini ditangani oleh ahli khusus yang disebut clean up 
animator. Kadangkala, tracing dilakukan dengan bantuan proyektor. 
                                                          
       31https://hobyt.wordpress.com > 2009/10/10 diakses pada hari Rabu tanggal 24 
Februari 2016 pukul 15.56 WITA 
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Banyak dijumpai pada teknik menggambar masking untuk airbrush, 
dari yang ukuran kecil hingga ukuran billboard. 
b. DigitalTracing 
Tracing digital saat ini banyak dikerjakan dengan bantuan computer. 
Gambar asli di-scan lalu dijiplak lewat bantuan piranti lunak 
semacam Adobe Illustrator, Adobe Freehand, Adobe Photoshop, 
Coreldraw atau Corel Painter. Bisa dengan bantuan mouse saja, 
atau bisa memakai graphic tablet, yakni pena stylus dengan digitizer 
pad, semacam Genius atau Wacom. Produk yang dihasilkan adalah 
illustrasi vector, untuk menutupi kebutuhan illustrasi yang akan 
dipakai pada desain-desain poster, iklan-iklan koran bahkan web 
dan film-film kartun. 
Bila tracing digital dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis 
vector semacam Freehand, Illustrator dan Corel  maka itu disebut 
tracing vector. File yang dihasilkan cenderung kecil dan scalable. 
Banyak dipakai untuk tracing logo dan bentuk graphic untuk 
keperluan infographic lain semacam peta atau bagan, juga huruf 
yang tak terdapat pada library font.  
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Bila diterapkan pada penggarapan illustrasi, hasilnya adalah 
“cartoon like” diluar natural, gaya ini digandrungi belakangan ini 
seiring dengan murahnya harga perangkat komputer dan Graphic 
Tablet.  
Tracing yang dilakukan dengan bantuan aplikasi berbasis bitmap 
semacam photoshop, photopaint atau painter disebut tracing 
bitmap. Tracing bitmap lebih banyak dikerjakan dibidang screen 
printing dan tekstil printing. Karena simulasi warna overprint dapat 
langsung terlihat. File yang dihasilkan cenderung lebih berat, tidak 
scalable, jadi kita harus bekerja pada proporsi 1:1, tapi untuk urusan 
gradasi dan effect, bitmap lebih smooth atau halus. 
Bila diterapkan pada illustrasi lebih bagus dibanding tracing vector, 
arahnya lebih mudah dibawa kemana-mana, baik gaya natural, 
airbrush looking hingga gaya kartun. Disamping tracing yang masih 
menggunakan kekuatan otak dan tangan, sebenarnya ada aplikasi 
yang dapat melakukan tracing secara mandiri, semacam Corel trace 
dan Live Trace dalam Adobe Illustrator. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tipe Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yang 
bersifat normatif empiris yaitu, penelitian terhadap aturan hukum tertulis yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan 
metode penelitian kepustakaan dan wawancara. 
Untuk menunjang dan memenuhi syarat sebagai kelengkapan suatu 
tulisan ilmiah, maka penulis memilih penelitian di Makassar, tepatnya pada 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Komunitas Mangaka Makassar. Alasan penulis memilih 
Kota Makassar, sebab Kota Makassar adalah salah satu kota besar di 
Indonesia yang perkembangan industri kreatifnya yang termasuk banyak. 
Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di  Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Komunitas Mangaka Makassar. 
Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa pengumpulan 
data akan lebih mudah dan juga tepat sasaran karena banyaknya mangaka 
atau komikus atau illustrator muda berbakat berada di Kota Makassar. 
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B. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang 
sama, dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu 
dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Dalam penelitian yang akan 
dilaksanakan ini, populasi yang akan di ambil yakni adalah ilustrator,  
komikus dan staf bidang HKI pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. 
b. Sampel 
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Penulis 
menggunakan cara penelitian dengan memilih sampel berdasarkan 
pertimbangan tertentu disesuaikan dengan kedudukan sampel yang 
bersangkutan dari masing-masing populasi yang akan diteliti. permasalahan 
yang ada dan dengan metode ini juga kemungkinan dapat mewakili dan 
menjawab semua permasalahan. Sampel yang mewakili permasalahan 
tersebut adalah 7 ilustrator, 7 komikus dan staf bidang HKI pada Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
C. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah :  
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1. Data Primer yaitu, data yang diperolah dan dikumpulkan melalui 
wawancara yang dilakukan kepada narasumber dengan kegiatan 
penelitian ini yaitu ilustrator, komikus dan staf bidang HKI pada 
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis mengenai HKI dan gambar 
yang dilakukan penulis di perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin, 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta artikel 
yang diperoleh dari media elektronik, serta ciptaan berupa gambar 
digital yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis 
dalam penelitian ini.  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara yaitu, 
usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan 
tanya jawab berkaitan dengan kegiatan penelitian. Wawancara 
dilakukan kepada narasumber di Kantor Kementerian Hukum dan 
HAM Provinsi Sulawesi-Selatan, illustrator dan komikus yang berada di 
Kota Makassar. 
2. Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan 
atau dokumentasi dilakukan dengan menelaah bahan-bahan tertulis 
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berupa buku, peraturan perundang-undangan, referensi tambahan 
yang berasal dari internet serta sumber tertulis lain yang berkaitan 
dengan masalah yang ditulis. 
 
E. Analisis Data 
 Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian disajikan 
dengan teknik deskriptif yaitu, dengan menjelaskan secara cermat 
karakteristik dari permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 
yang jelas dan dapat memberikan data tentang objek yang diteliti, dalam hal 
ini menggambarkan bagaimana status dan bagaimanakah perlindungan 
hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Status Hukum Tracing Pada Ciptaan Berupa Gambar Digital 
Perkembangan teknologi yang sangat pesat di Indonesia memberikan 
kemudahan dan keleluasaan bagi masyarakat untuk melakukan banyak hal. 
Berkembang pesatnya teknologi mempengaruhi banyak hal seperti ilmu 
pengetahuan, seni, budaya dan sastra yang tentu saja membawa manfaat 
yang besar terutama dalam hal pengembangan keilmuan. Kemajuan 
teknologi yang begitu pesat memberikan dampak positif pada kemajuan 
bidang industri kreatif bagi kalangan muda. Namun, disamping dampak positif 
terdapat pula dampak negatif akibat kecanggihan teknologi tersebut.  
Bidang seni adalah salah satu bidang yang terkena dampak dari 
kemajuan teknologi ini. Karya seni merupakan salah satu dari ragam karya 
cipta yang mendapatkan perlindungan. Dampak positif dari perkembangan 
teknologi dibidang seni salah satunya adalah efek positif dari kemudahan 
para Ilustrator dan juga komikus untuk mengerjakan ilustrasi dan komik 
mereka. Namun, dibalik kemudahan ini ada hal yang menjadi perhatian 
khusus dan menjadi salah satu masalah yang cukup kritis dan tidak bisa 
diacuhkan lagi adalah kemudahan orang lain untuk meniru atau men-tracing 
hasil karya mereka. 
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Salah satu bagian dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta 
yang dianggap sebagai salah satu bagian penting dalam Hak Kekayaan 
Intelektual, bukan hanya karena aspek ruang lingkup dari Hak cipta itu sendiri  
yang cukup luas namun juga rentannya pelanggaran-pelanggaran hak cipta 
yang mungkin terjadi, terutama sebagai akibat dari semakin majunya 
teknologi yang akhirnya melahirkan pengaturan hukum yang dituangkan 
dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
Hak Cipta merupakan bidang penting HKI. Dalam konteks ciptaan, 
perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan 
membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan 
yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyentuh dimensi hak 
moral, sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi.32 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), yang mengatur bahwa Hak Cipta adalah 
hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip  
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif 
terhadap hasil karya cipta yang telah ia tuangkan dan wujudkan menjadi 
suatu bentuk nyata yang dapat dilihat langsung, bukan merupakan ide atau 
pemikiran-pemikiran semata. 
                                                          
32 Henry Soelistyo, Op.Cit. hlm. 21 
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Namun, walaupun telah diatur dalam undang-undang, pada praktik 
yang terjadi di masyarakat, tetap saja terdapat pelanggaran-pelanggaran 
terhadap karya cipta seperti pelanggaran pada hasil karya gambar digital 
para Ilustrator dan komikus baik berupa pemanfaatan tanpa izin baik untuk 
konsumsi komunitas tertentu hingga komersialisasi ataupun klaim palsu 
sebagai pencipta.  
Gambar sebagai bagian dari Hak Cipta turut mengalami kemajuan 
seiring dengan makin pesatnya perkembangan teknologi. Gambar yang 
menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah gambar digital. Gambar terbagi 
menjadi 2 (dua) yaitu gambar digital dan gambar non-digital. 
Untuk menghasilkan sebuah gambar digital diperlukan alat-alat 
menggambar yang compatible dengan media pembuatan gambar digital yang 
biasanya adalah komputer. 
Peralatan untuk membuat gambar digital ialah komputer, wacom, 
software dan scanner yang menjadi kebutuhan pokok ilustrator dan komikus. 
Meskipun beberapa ilustrator ada yang masih menggunakan mouse sebagai 
pengganti pensil atau pena khusus gambar untuk menggambar. Namun, 
kebanyakan ilustrator dan komikus mulai mengganti mouse dengan wacom 
dikarenakan kehadirannya yang mempermudah ilustrator dan komikus dalam 
membuat sketch, memperhalus lineart hingga ketahap coloring gambar 
digital. 
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Selain alat yang digunakan seperti mouse dan wacom, yang sangat  
dibutuhkan adalah software sebagai ganti kanvas atau kertas pada 
pembuatan gambar pada umumnya. Software yang digunakan ialah Manga 
Studio, Paint Tool SAI, Illust Studio, Deleter Comicworks, Photoshop dan lain-
lain. Akan tetapi, yang paling banyak digunakan adalah Paint Tool SAI. 
 Setelah proses gambar selesai dibuat biasanya akan dipindai lalu 
dicetak, jika masih berupa sketsa kasar dengan media kertas, scanner atau 
alat pemindai adalah hal yang paling dibutuhkan para ilustrator dan komikus 
untuk kemudian dilakukan proses gambar lanjutan menggunakan software 
khusus gambar. Media sosial atau situs khusus yang dibuat sebagai tempat 
para seniman untuk memamerkan atau mempublikasi karyanya atau dapat 
disebut juga sebagai galeri seni online  yaitu Deviantart. 
 Gambar digital merupakan salah satu objek hak cipta, meskipun 
didalam undang-undang belum disebutkan secara jelas macam-macam 
gambar berdasarkan media pembuatannya. Gambar digital akan tetap 
disebut sebagai gambar digital bahkan setelah dicetak. Hal ini dikarenakan 
oleh, proses pembuatan gambar dilakukan dengan menggunakan media 
digital juga perangkat-perangkat lunak untuk menyelesaikannya. 
 Berkembangnya teknologi di bidang hak cipta, di satu sisi membawa 
kemudahan penggunaan, tapi di sisi lain membawa dampak negatif. Dampak 
negatif yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang makin maju dan 
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makin mempermudah kegiatan bukan hanya si pencipta tetapi juga orang lain 
yang dengan mudahnya melakukan pelanggaran. 
Pelanggaran terhadap karya cipta yang seringkali terjadi pada ciptaan 
berupa gambar digital hasil karya para ilustrator dan komikus adalah 
penggunaan hasil karya gambar digital tanpa seizin pencipta. Penggunaan 
hasil karya gambar digital ini mulai dari tracing, tracing  disertai dengan klaim 
sebagai pencipta asli, modifikasi hingga mutilasi karya tanpa izin pencipta. 
Hal ini tentu sangat merugikan bagi ilustrator dan komikus selaku pencipta 
dan pemilik ide orisinil dari gambar digitalnya yang digunakan tanpa izin 
tersebut.  
Kerugian yang dialami oleh ilustrator dan komikus yang gambarnya di-
trace berupa kerugian baik dari segi moral maupun segi ekonomi. Gambar 
yang di-trace kemudian dikomersilkan tentu saja memberikan kerugian dari 
segi ekonomi bagi pencipta asli apabila gambarnya dijadikan gambar sablon 
kaos untuk komunitas tertentu atau dijadikan tokoh dalam karakter komik 
orang lain dan lain sebagainya. Tetapi, meskipun tidak dikomersilkan 
misalnya gambar pencipta asli di-trace oleh orang lain yang kemudian 
mengakui bahwa gambar tersebut adalah hasil murni idenya sendiri, maka 
hal ini tentu merupakan kerugian dari segi moral pencipta.  
Proteksi awal dari illustrator dan komikus saat membagikan atau 
mempublikasikan karya cipta terbaru mereka dalam bentuk sketsa biasanya 
adalah dengan menggunakan tanda air atau watermark yang biasanya 
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melintang di tengah-tengah sketsa. Tanda air atau watermark ini melintang di 
tengah sketsa yang bertuliskan nama si pencipta, kadang disertai tanda WIP 
yang merupakan singkatan dari Work In Progress sebagai penanda bahwa 
gambar tersebut masih dalam tahap pengerjaan. 
Contoh sketsa bertanda WIP seperti berikut : 
 
 
 
 
 
 
          
gambar1.1 (sumber : instagram @zee_art_m)    gambar 1.2 (sumber : instagram zee_art_m) 
 Gambar 1.1 di atas merupakan contoh gambar yang masih dalam 
tahapan sketsa dengan tanda air atau  watermark bertuliskan WIP disertai 
dengan nama ilustrator. Setelah proses sketsa ini, selanjutnya gambar akan 
melalui tahapan untuk memperjelas line art-nya seperti pada gambar 1.2. 
Saat proses gambar telah selesai, dalam hal ini telah menjadi karya utuh dan 
bukan sekedar sketsa lagi, proteksi yang dilakukan biasanya adalah dengan 
memberikan tanda yang khas miliknya atau sekedar membubuhi gambar 
dengan tanda tangan si pencipta. Proteksi seperti ini adalah hal yang umum 
dilakukan oleh semua ilustrator dan komikus saat mencipta sebuah karya. 
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Biasanya bagi ilustrator dan komikus yang populer dan sudah dikenal, 
tanda yang khas atau tandatangannya mudah dikenali,  jika gambar mereka 
dijejerkan dengan karya pencipta lain, para penggemar atau penikmat atau 
klien mereka bisa langsung mengetahui bahwa gambar digital yang mereka 
lihat salah satunya adalah hasil karya pencipta tersebut. Namun, bagi 
ilustrator dan komikus yang baru, tanda khas ataupun tandatangan yang 
mereka bubuhkan pada karya gambar digital mereka belum mudah untuk 
dikenali kecuali bagi yang sudah mengetahui sebelumnya, misalnya ilustrator 
dan komikus tersebut terkenal hanya pada komunitas tertentu. 
Tanda khas milik seorang komikus atau ilustrator biasanya dibuat 
menyerupai benda atau bentuk yang paling mereka sukai atau desain simpel 
namun artistik. Tanda ini bertujuan untuk memberikan informasi secara tidak 
langsung  kepada para penggemar atau penikmat karya mereka bahwa karya 
tersebut adalah orisinil buatan mereka 
Terlepas dari sudah dikenal ataupun belum, karya seseorang tidak 
boleh dengan seenaknya digunakan tanpa izin. Pelanggaran yang paling 
banyak dilakukan oleh orang lain terhadap karya illustrator dan komikus 
adalah tracing tanpa izin. 
Untuk kegiatan pembelajaran, beberapa illustrator dan komikus 
menganggap tracing adalah hal yang biasa atau tidak menjadi masalah bagi 
mereka sepanjang murni digunakan sebagai bahan pembelajaran. Akan 
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tetapi, kegiatan tersebut tetap harus mendapatkan izin dari si pencipta, dalam 
hal ini illustrator dan komikus.33 
Tidak semua pelaku tracing terhadap karya digital orang lain tidak 
mencantumkan nama atau memberikan credit pada hasil gambar yang  di-
trace-nya. Ada pula yang dengan secara sadar melakukan tracing terhadap 
karya orang lain yang memberikan tanda atau credit atas nama pencipta asli 
walaupun sebelumnya si pelaku tracing belum meminta izin. Walaupun 
demikian, sebelum melakukan tracing pada karya orang lain sebaiknya tetap 
harus meminta izin ke si pencipta asli.34 
Contoh perbandingan antara gambar asli dan hasil tracing seperti 
berikut : 
 
 
 
 
 
  
                  Gambar 2.1 (Sumber : Google)                       Gambar 2.2 (Sumber : Raizo) 
Pada gambar 2.1 yang merupakan karya dari serial Noragami yang 
dibuat oleh Adachitoka sebagai pencipta asli dan gambar 2.2 yang 
                                                          
33Anca Sulaiman, Wawancara Illustrator dan Komikus, Makassar 20 Juli 2017 
34Muhammad Hariadi, Wawancara Illustrator dan Komikus, 20 Juli 2017 
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merupakan gambar hasil trace yang telah melalui berbagai tahapan 
modifikasi dari gambar asli. Perbedaan antara kedua gambar di atas terlihat 
dengan jelas, gambar asli Yatogami dari serial Noragami memiliki 
karakteristik memakai pakaian olahraga khas anak sekolah di Jepang dengan 
warna hitam dan bis putih pada sisinya dan terlihat berdampingan dengan 
Hyori Iki (tokoh perempuan dalam Noragami), sedangkan gambar hasil trace 
menunjukkan Yatogami dengan versi baju olahraga yang sudah berbeda jauh 
dari warna aslinya disertai penambahan daun laurel sebagai hiasan kepala 
yang biasa dipakai oleh dewa-dewi dalam mitologi Yunani dan modifikasi 
dengan menghilangkan Hyori Iki, yang juga jelas terlihat penambahan kata 
shinigami pada gambar hasil trace.  
Dalam UU Hak Cipta, pengaturan mengenai gambar digital sama 
sekali belum diatur. Akan tetapi, walaupun belum diatur secara lebih lanjut 
mengenai gambar digital, akan tetapi gambar digital merupakan salah satu 
bentuk perwujudan gambar dalam media lain sebagaimana diatur pada Pasal 
40 Ayat 1 Bagian F bahwa karya seni rupa dalam segala bentuk seperti 
lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase termasuk 
ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang. 
Pasal 31 UU Hak Cipta mengatur bahwa kecuali terbukti sebaliknya, 
yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya disebut dalam 
ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan dan tercantum 
dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. 
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Pada Pasal 34 UU Hak Cipta mengatur bahwa dalam hal ciptaan 
dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di 
bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap 
pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. 
Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu ide 
yang telah diwujudkan menjadi sebuah karya oleh seseorang, meskipun 
perwujudannya dikerjakan oleh orang lain tetapi yang dianggap sebagai 
pencipta tetaplah orang yang merancang ide tersebut. Maka dari itu, gambar 
digital terlepas dari kegiatan tracing tanpa izin merupakan salah satu bentuk 
ciptaan gambar dengan media lain yang merupakan objek dari hak cipta  dan 
mendapatkan perlindungan hukum. Kegiatan tracing pada ciptaan gambar 
digital orang lain dengan tujuan untuk keperluan komunitas tertentu maupun 
komersil merupakan sebuah pelanggaran terhadap karya cipta seseorang 
karena telah melanggar hak eksklusif si pencipta baik dari hak ekonomi 
(economic rights) dan hak moral. 
B. Perlindungan Hukum Bagi Illustrator dan Komikus 
Gambar sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU 
Hak Cipta, merupakan salah satu jenis ciptaan yang mengalami  
perkembangan yang sangat cepat mengikuti perkembangan dunia teknologi. 
Hal itu disebabkan karena keterkaitan gambar digital sebagai produk 
teknologi. 
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Munculnya metode baru dalam dunia gambar tentu saja menuntut 
adanya pengaturan baru yang bertujuan untuk mengakomodir perkembangan 
yang sangat pesat, sehingga dapat menjamin kepentingan pencipta, baik dari 
segi hak moral (moral rights). Terlebih dalam menjamin Hak Ekonomi 
(economic rights). Kemajuan teknologi yang semakin pesat dibidang gambar 
ini, tentu saja semakin memangkas kepentingan pencipta. Penggunaan, 
penggandaan dan pemanfaatan Ciptaan gambar digital untuk komersial 
tanpa sepengetahuan dan seizin pencipta adalah salah satu masalah serius 
dalam perlindungan ciptaan gambar digital. 
Metode-metode untuk lebih meminimalisir terjadinya pelanggaran hak 
cipta atas ciptaan gambar digital, salah satunya adalah dengan cara 
pemberian tanda khas milik ilustrator dan komikus atau tandatangan yang 
dibuat pada bagian tertentu ciptaan gambar digital. 
Contoh gambar seperti berikut : 
 
 
 
 
 
      Gambar 3.1 (Sumber : instagram @zee_art_m)          Gambar 3.2 (Sumber : instagram @sylphermizt) 
Hasil karya atau ciptaan berupa gambar digital pada umumnya 
memang memiliki tanda khusus atau tandatangan pencipta untuk 
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memberikan informasi kepada para penikmat karyanya bahwa gambar 
tersebut adalah ciptaannya. Hal ini adalah salah satu langkah untuk 
melindungi ciptaan mereka. Namun, bagi yang melakukan trace tanpa izin 
pada umumnya pasti akan menghilangkan tanda khas atau tandatangan 
pencipta asli.35 Salah satu cara untuk mengetahui apakah karya tersebut 
merupakan hasil trace adalah dengan membandingkan gambar pencipta asli 
dan hasil trace yang ditindih satu sama lain menggunakan aplikasi atau 
perangkat lunak komputer seperti Adobe photoshop untuk memastikan lineart 
dari gambar tersebut. 
Oleh karena pelanggaran seperti inilah maka dilakukan 
pengembangan untuk menghasilkan berbagai cara seperti di atas untuk 
melindungi kepentingan Pencipta agar lebih terjamin, walaupun perlindungan 
hukum terhadap hak-hak pencipta sudah diatur dalam UU Hak Cipta.  
Pemberian tanda khas atau tanda tangan dalam pembuatan ciptaan 
berdasarkan sumber ciptaan gambar digital pihak lain, dalam penerapan nya 
juga harus mememenuhi syarat sebagai berikut :36 
a. Mencantumkan nama pencipta secara jelas dan terang dari 
sumber ciptaan berupa gambar digital yang digunakan.  
                                                          
35Eka Prakoso, Wawancara Ilustrator dan Komikus, 15 Juli 2017  
36Haris, S.H, Wawancara Narasumber Kepala Bagian Pelayanan Hukum Bagian HKI Kantor. 
Wilayah Hukumdan HAM Prov.Sul-Sel pada hari senin 18 Juni 2017 Pkl. 10.00   
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b. Untuk keperluan komersil, harus dibuat perjanjia tertulis terlebih 
dahulu untuk tetap menjamin kepentingan pencipta dari sumber 
ciptaan berupa gambar digital yang digunakan terutama adalah 
Hak Ekonomi ( Economic right ) dari ciptaan tersebut apabila 
gambar hasil trace dibuat menjadi suatu karya yang kemudian 
dikomersilkan oleh si pelaku tracing. 
Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta bahwa penggunaan, 
pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau 
produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak 
dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau 
dicantumkan secara lengkap untuk keperluan : 
a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan 
laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak 
merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang 
hak cipta; 
b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan 
peradilan; 
c. Ceramah yang hanay untuk tujuan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; atau 
d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran 
dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari 
pencipta. 
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Pasal 44 ayat (1) di atas mengatur dengan jelas keperluan-keperluan 
yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya 
disebutkan dan dicantumkan secara lengkap. Namun, pelaku tracing pada 
umumnya menggunakan, mengambil tanpa izin, menggandakan, dan/atau 
melakukan perubahan pada suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dalam 
hal ini gambar digital secara seluruh atau sebagian yang substansialnya 
untuk keperluan komunitas tertentu hingga untuk dikomersilkan. Hal tersebut 
dianggap sebagai pelanggaran karena menghilangkan hak-hak dari si 
pencipta asli sebagai pemilik karya orisinil. 
Secara teoritis, mengubah, mengurangi atau meniadakan bagian dari 
ciptaan tanpa persetujuan penciptanya dianggap sebagai sebuah 
pelanggaran. Gambaran yang agak unik dapat disimulasikan misalnya dalam 
perkara peniadaan tanda Tanya (“?”) pada judul karya film: Ada Apa Dengan 
Cinta. Tentu saja pencipta layak keberatan bila pada akhir ungkapan itu tidak 
dibubuhi tanda tanya. Baginya, peniadaan tanda tanya saja sudah berarti 
mengubah sama sekali pesan yang ingin disampaikan. Bila nama pencipta 
dicantumkan pada judul yang demikian,  maka ia dapat mempersoalkannya 
bukan semata-mata karena misrepresentasi, tetapi, lebih dari itu sebagai 
pelanggaran hak moral.37  
Sebagaimana disinggung di atas, berdasarkan Pasal 5 UU Hak Cipta, 
hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta 
                                                          
37 Henry Soelistyo, Op.Cit. hlm. 17 
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untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 
sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan 
nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan 
kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan 
mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, 
modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan 
reputasinya. 
Pengaturan hukum diatas menjelaskan bahwa persetujuan dari 
pencipta adalah elemen utama dalam pembuatan ciptaan baru terlebih dalam 
pembuatan ciptaan gambar digital yang bersumber dari ciptaan gambar 
digital pihak lain. Suatu ciptaan tidak dianggap melanggar hak cipta, Jika 
dalam proses perwujudannya tidak melanggar aturan yang berlaku, karena 
pembuatan ciptaan baru, dianggap bukan mengambil ide dari ciptaan yang 
sudah ada, melainkan mengikuti ide tersebut untuk pengembangan dan 
pemutakhiran ciptaan yang disesuaikan dengan zaman. 
Selama pemanfaatan sumber ciptaan gambar digital baik secara 
komersil maupun non komersil seperti kepentingan pendidikan atau 
pengembangan, sumber ciptaan gambar digital dari pihak lain bisa saja 
digunakan, sepanjang kegiatan tersebut telah mendapatkan izin, dan tidak 
ada unsur mengakui atau klaim sebagai ciptaan milik pihak kedua.  
Hasil tracing gambar digital yang sumber gambarnya menggunakan 
sumber ciptaan gambar digital pihak lain, dapat diakui dalam undang-undang, 
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dan dapat memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah, selama proses 
pembuatan ciptaan gambar digital hasil tracing tersebut tidak melanggar 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar kepentingan yang 
wajar pencipta lain sebagai pihak yang ciptaan gambar digitalnya dijadikan 
sumber untuk membuat ciptaan gambar digital yang baru. 
Salah satu contoh penggunaan gambar yang baik dan benar menurut 
illustrator dan komikus seperti berikut : 
    Gambar 4.1 (Sumber : instagram @aokkun)             Gambar 4.2 (Sumber : instagram @sylphermizt) 
Gambar 4.1 merupakan karakter orisinil dari Aokamei yang kemudian 
dibuat ulang oleh Angelica Naomi yang memiliki pen name Sylphermizt 
seperti terlihat pada gambar 4.2. Gambar di atas dianggap sebagai cara yang 
baik dan benar untuk membuat ulang karya orang lain untuk digunakan 
sebagai bahan referensi atau acuan latihan gambar. Perbedaan pada kedua 
gambar di atas jelas terlihat walaupun tujuan dari Angelica Naomi adalah 
membuat ulang karena tujuannya adalah sebagai bahan referensi. Faktor 
yang membuat gambar di atas terlihat berbeda walaupun karakternya sama 
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adalah karena setiap ilustrator dan komikus memiliki gaya gambarnya 
masing-masing. Gambar di atas dapat disebut juga sebagai fan art. Fan art 
merupakan produk hasil ciptaan manusia yang juga mendapatkan 
perlindungan karena merupakan objek hak cipta. Tetapi, karakter yang dibuat 
fan art-nya tidak dapat disebut sebagai karya orisinil karena syarat utama 
adalah orisinalitas bukan kebaruan. 
Salah satu penyebab dari tindakan tracing adalah seniman yang 
terkena artblock. Hal ini menyebabkan tindakan trace pada gamabr orang lain 
menjadi pilihan atau jalan pintas untuk menghasilkan sebuah karya. Salah 
satu contoh pelanggaran hak cipta gambar digital hasil tracing  yang pernah 
terjadi adalah kasus penggunaan ciptaan gambar komik hasil tracing yang 
dilakukan oleh salah satu illustrator sekaligus komikus Jihan Madihah yang 
menggunakan salah satu tokoh atau karakter pada ciptaan gambar digital 
dalam komik Hirunaka no Ryuusei atau Daytime Shooting Star  milik komikus 
asal Jepang, Mika Yamamori. Tokoh atau karakter orisinil milik Mika 
Yamamori di-trace dengan dilakukan sedikit pengubahan pada gaya 
berpakaian mengikuti keadaan Indonesia untuk kemudian dimuat dalam 
komik online berjudul Sofia: Fashion Secret Files yang dirilis oleh Webtoon. 
Namun, hal tersebut tidak diketahui oleh pihak Webtoon yang 
membuat karya tersebut lolos untuk kemudian dipublikasi melalui aplikasi 
komik online tersebut. Permasalahannya adalah si ilustrator sekaligus 
komikus tersebut bukan hanya tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum 
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memakai ciptaan gambar pihak lain, ia juga tidak mengakui bahwa ia 
melakukan tracing pada tokoh atau karakter orisinil dalam manga tersebut 
bahkan diakuinya sebagai karya pribadinya sendiri. Namun, tokoh dalam 
komik online tersebut dikenali oleh penggemar dan pembaca sebagai salah 
satu tokoh yang ada dalam manga Hirunaka no Ryuusei yang dalam manga 
originalnya bernama Suzume Yosano. Hal ini menjadi viral, apalagi si 
ilustrator sekaligus komikus tersebut pernah juga melakukan hal yang sama 
pada komik ciptaannya sebelumnya. Namun, untuk saat ini, komik online 
yang dirilis oleh Webtoon tersebut dihentikan dan tidak dapat diakses lagi 
sehubungan dengan tindakan tracing yang dilakukan oleh ilustratornya dan 
sementara sedang dalam proses penindaklanjutan oleh pihak Webtoon 
terhadap illustrator sekaligus komikus tersebut. 
Perbandingan yang terlihat jelas antara gambar asli dengan gambar 
buatan Jihan madihah pada komik online seperti berikut :  
          Gambar 5.1 (Sumber : Google)   Gambar 5.2 (Sumber : Google) 
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Berdasarkan pada gambar 5.1 di atas, karakter dalam manga 
Hirunaka no Ryuusei pada sebelah kiri adalah gambar asli Mika Yamamori 
dan sebelah kanan adalah gambar hasil tracing yang dibuat oleh Jihan 
Madihah, begitu pula pada gambar 5.2.  
Sebagaimana contoh kasus diatas, suatu ciptaan, dapat memperoleh 
perlindungan hukum, selama memiliki bentuk nyata sebagai perwujudan dari 
ide yang memiliki kekhasan dari penciptanya. Walaupun perkembanagn 
teknologi yang pesat memunculkan begitu banyak aplikasi atau perangkat 
lunak komputer untuk mengolah gambar versi digital, gambar asli tetap dibuat 
langsung oleh tangan ilustrator dan komikus menggunakan tablet dan pena 
khusus yang disebut stylus atau pen tablet. Untuk melindungi kepentingan 
ilustrator dan komikus inilah, maka pendaftaran untuk memberikan 
perlindungan hukum terhadap karya dianggap sangat penting guna menjamin 
kepentingan-kepentingan pencipta.  
Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum dimana 
rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap suatu 
keputusan pemerintah yang belum berbentuk definitif.38 Contoh kasus diatas 
juga semakin melengkapi berbagai kasus pelanggaran hak cipta atas ciptaan 
gambar diigital yang telah terjadi sebelumnya. 
                                                          
38www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html, diakses pada 13 mei 
2016 pukul 18.00 Wita    
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Hak cipta tidak mengharuskan ciptaan didaftarkan. Hak cipta tidak 
mensyaratkan pendaftaran ataupun persyaratan formal lainnya. Hal ini 
tersirat dalam ketentuan Konvensi Bern. Di Indonesia, penerapan mekanisme 
pendaftaran hak cipta dilakukan semata-mata untuk memberikan pelayanan 
administrative. Pendaftaran tersebut sama sekali tidak mengesahkan isi, arti 
maupun jaminan legalitas hubungan kepemilikan ciptaan dengan 
penciptanya. Pendaftaran ciptaan digunakan sebagai bukti awal kepemilikan 
hak. Apabila dibelakang hari dibuktikan adanya orang lain yang lebih berhak, 
pendaftaran ciptaan dianggap batal demi hukum. Pembuktiannya dilakukan 
melalui pengadilan. Dengan rasionalitas seperti itu, pendaftaran ciptaan 
sesungguhnya hanya memiliki urgensi praktis, terutama untuk catatan 
pendokumensian ataupun sekedar memudahkan administrasi 
pengelolaannya. 
Namun, pendaftaran penciptaan tetap dianggap penting untuk 
melindungi kepentingan pemilik atau pencipta asli. Sebagai bukti untuk 
mengajukan klaim bila dikemudian hari dilakukan pelanggaran terhadap 
karyanya apalagi apabila karyanya dikomersilkan atau dibuat tanpa seizinnya 
dan menghasilkan pundi-pundi keuntungan dalam hal materi oleh pihak lain 
yang tentu saja hal ini dapat diajukan sebagai keberatan oleh pencipta asli. 
Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, mengatur bahwa : 
1. setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam 9 Ayat 1 Huruf I  untuk 
83 
 
penggunaan secara komersial dipidana dengan pidan penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak 
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta 
atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf C, 
Huruf D, Huruf F, dan/atau Huruf H untuk penggunaan secara 
komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta 
atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf A, 
Huruf B, Huruf E, dan/atau Huruf G untuk penggunaan secara 
koemrsial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) 
4. Setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud pada 
Ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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Pengaturan dan sanksi pidana yang besar diharapkan dapat 
mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta, terutama dibidang gambar 
digital yang sangat rentan kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran hak 
cipta.  
Diharapkan seorang pencipta untuk lebih aktif dalam melindungi 
ciptaannya baik dengan memberikan proteksi lebih seperti memperjelas 
pemberian tanda khas milik pencipta pada ciptaan gambar digital atau pun 
dengan mendaftarkan ciptaannya pada Ditjen HAKI. Selain dari pada itu, 
diharapkan kepada pihak lain untuk menghormati Hak Ekskslusif seorang 
pencipta berupa Hak Moral (moral rights) dan Hak Ekonomi (economic 
rights). Penggunaan suatu ciptaan gambar digital milik pihak lain hendaknya 
dilakukan dengan itikad baik berupa permintaan izin dan melalui perjanjian 
baik secara tertulis maupun tak tertulis untuk menjamin kepentingan pencipta 
dan juga untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. 
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BAB V  
       PENUTUP  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan, bahwa :  
1. Status hukum suatu ciptaan gambar digital diakui oleh UU Hak Cipta 
selama dalam pembuatannya tidak melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Tracing adalah tindakan yang diperbolehkan 
sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan izin dari pencipta asli selaku 
pemilik ide dan karya orisinil. dan sebagai produk dari kemajuan teknologi 
dibidang seni. Walaupun belum secara jelas diatur dalam UU Hak Cipta, 
namun dianggap ada dan termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh UU 
Hak Cipta.  
2. Pemerintah telah menjamin adanya perlindungan hukum terhadap suatu 
ciptaan sebagai produk dari Hak Kekayaan Inteletual seorang Individu, tidak 
terkecuali pada ciptaan gambar digital sebagai ciptaan berupa gambar 
dengan menggunakan media lain, selama dalam pembuatan ciptaan gambar 
digital tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. 
Terutama jika, ciptaan gambar digital tersebut juga telah di daftarkan pada 
Ditjen HAKI.  
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B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis, maka adapun 
saran yang dapat direkomendasikan adalah :  
1. Perlunya sosialisasi dan Edukasi secara lebih luas kepada pihak-pihak 
terkait dalam Hak Cipta terutama seorang Pencipta yang memiliki 
kepentingan terutama menyangkut Hak Eksklusif seorang pencipta 
sebagaimana telah diatur dalam UU Hak Cipta. Mengingat Kemajuan 
Teknologi juga sangat berpengaruh dalam perkembangan suatu Ciptaan, 
terutama dengan munculnya metode-metode baru dalam pembuatan Ciptaan 
digital yang rentan  terhadap tindak pelanggaran, salah satunya adalah 
tindakan tracing.  
2. Pemerintah dianggap perlu mengadakan tinjauan ulang, dan pembaharuan 
terhadap UU Hak Cipta, untuk lebih mengakomodir kepentingan pencipta, 
mengingat kemajuan teknologi yang pesat juga menghasilkan metode-
metode baru dalam suatu ciptaan, sehingga dianggap perlu untuk mendapat 
pengaturan secara jelas dalam UU Hak Cipta sebagai bentuk perlindungan 
hukum terhadap kepentingan pencipta nantinya. Salah satu metode baru 
tindak pelanggaran atas pemutakhiran teknologi dibidang seni berupa 
gambar digital adalah tracing tanpa izin pencipta pada tubuh karya ciptaan 
gambar digital. 
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